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KEPUTUSAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN

NOMOIR: 02 /Bawaslu-Bursel /HIC 01.01/1X /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN DILINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BURU SELATAN

Menimbang:

Mengingat :

. Bahwa dalam rangka melaksanakan  Pengelolaan barang dugaan

pelanpparan pemilu dan/atau pemililian perlu dibentuk Unit Pengelola
Barang Dugaan Pelanggaran;

b. Bahwa berdasarkan point a diatas, perlu menetapkan Nama-nama Unit

Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran, dilingkungan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan;

. Bahwa sehubungan dengan huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan

Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Buru Selatan
Tentang Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran di Lingkungan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum;

. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan

Temuan Pelanggaran Pemilihan Umum;

. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian

Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
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Memperhatikan :

Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan
Barang Dugaan Peanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan
Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara
Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstrukur, Sistematis dan
Masif;

Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Orpanisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sckretariat
Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan
Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

_Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Tentang

Pengelolaan Barang Dugaan Peanggaran Pemilihan Umum dan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

serta Walikota dan Wakil Walikota;

Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor: 26 Tahun 2021, tanggal 30 Juni 2021 Tentang
Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan

Pemilihan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG UNIT PENGELOLA

BARANG DUGAAN PELANGGARAN DILINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN

TAHUN 2021.

PERTAMA

Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran

Pemilihan Umum dan Pemilihan Bawaslu Buru Selatan dengan

susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran

keputusanini.

KEDUA :  Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran mempunyai tugas:
1. Mencatat Barang : Mencatatkan barang dugaan pelanggaran ke

dalam Buku Register Barang Dugaan Pelanggaran
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2. Menyimpan Barang : Menyiapkan Tempat untuk digunakan

sebagai tlempat penyimpanan barang dugaan pelanggaran

2.1.
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ra

Dalam hal barang dugaan pelanggaran berupa uang,
maka dapat disimpan di Bank;

Untuk Keperluan penyimpanan barang  dugaan
pelanggaran berupa uang, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan kerjasama
dengan Bank Pemerintah atau Bank Pemerintah

Daerah.

3. Mengamankan Barang:

3.1.

w
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Pengamanan dan Perawatan terhadap barang dugaan
pelanggaran dilakukan dengan cara melakukan
pengecekan rutin dan membersihkan barang;

Terhadap barang dugaan pelanggaran yang sifatnya
mudah menguap, rusak, dan terbakar, maka
dimusnahkan dengan memperhatikan Kketentuan

ketentuan sebagaimana dimaksud angka 5.

4. Mengeluarkan Barang dengan ketentuan sebagai berikut:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Ketua Bawaslu Kabupaten Buru Selatan menerbitkan
surat perintah pengembalian barang dugaan
pelanggaran;

Mengembalikan barang dugaan pelanggaran kepada
pemilik atau pihak yangmenyerahkan;

Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemilik
atau pihak yang menyerahkan barang dugaan
pelanggaran untuk mengambil barang tersebut di
Kantor Bawaslu Bawaslu Kabupaten Buru Selatan,
kemudian pemilik atau pihak yang menyerahkan
barang dugaan pelanggaran dapat mengambil barang
ke Kantor Bawaslu Kabupaten Buru Selatan paling
lambat 7 (tujuh) hari sejak disampaikan surat

pemberitahuan;

Membuat berita acara pengeluaran barang setelah
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4.5.

1.0.

4.7.

pemilik atau pihak yang menyerahkan barvang dugaan

pelanggaran menerima pengembalian bavang;

Mencoret daftar barang dari buku reglster barang
dugaan  pelanggavan  setelah barang dugaan
pelanggaran diterima oleh pemilik ataw pihak: yang

menverahkan barang dugaan pelanggaran;

Dalam hal pemilik atau pihak yang menyerahkan
barang dugaan pelanggaran menolak untuk menerima
pengembalian barang, maka dibuatkan Berita Acara
yang menyatakan penolakan menerima barang;

Apabila sampai batas waktu 7 hari kerja scjak
disampaikan  surat  pemberitahuan sebagaimana
dimaksud angka 4.3 pemilik atau  pihak  yang
menyerahkan  barang  dugaan  pelanggaran  tidak
mendatangi Bawaslu Kabupaten Buru Selatan atau
pemilik barang dugaan pelanggaran tidak diketahui,
maka Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
mengumumkan  pada  laman resmi - Bawaslu
Kabupaten Buru Selatan, selama 7 (tujuh) hari kerja;
Apabila  sampai  batas  waktu  pengumuman
schagaimana dimaksud angka 4.7 tidak terdapat
tanggapan dari pemilik barang, Unit Pengelola barang
dugaan pelanggaran  memuat  berita acara yang
menyatakan barnag dugaan  pelanggaran tersebut

tidak diketahui atau tidak ditemukan pemiliknya.

5. Memusnahkan Barang dengan ketentuan sebagai bertkut:

5.1,

~

Sudah dilakukan upaya pengembalian kepada pemilik
namun bersangkutan menolak untuk menerima dan
menandatangani berita acara penolakan,

Tidak diketahui atau tidak diketemukan  pemlik
barang dan sudah  dilakukan  pengumuman

sebagaimana dimaksud pada angka 4.7;
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5.3.  Barang Dugaan Pelanggaran yang dapat dimusnahkan
adalah  barang yang menurut sifatnya mudah
menguap, rusak, dan terbakar;

5.4.  Ketua Bawaslu Kabupaten Buru Selatan menerbitkan

surat perintah pemusnahan sebelum pemusnahan

dilakukan;
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Membuat berita acara pemusnahan;

e
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Mencorel barang dari Buku Register Barang Dugaan

Pelanggaran setelah dilakukan pemusnahan.

KETIGA Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini

dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Bawaslu
Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.Dengan ketentuan

apabila  dikemudian hari terdapatkelkeliruan akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Namrole

Pada tanggal : 28 September 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU SELATAN

KETUA,

Tembusan Kepada yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku di Ambon

2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buru Selatan di Tempat
3. Ausip,
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FAMPIRAN KEPHTUSAN KETUA

FADAN PFENGAWAS PEMILTHAN UMUM KATUPATEN  BURU SELATAN

NOMOR

PANGGAL . 2 September 2021

0L Bawasho Hursel/H OLOL/IN/2021

SUSUNAN

UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM
DAN PEMILIHAN BAWASLU KABUPATEN BURU SELATAN

No. | Nama
l. Umar Alkatiri, SH

2. Umar Alkall’iri, SH

Jabatan

Selatan

Kedudukan dalam
- Unit Pengelola
Ketua Bawaslu Kabupaten Buru | Pembina
Kordinator Divisi Hukum, Penanggungjawab

Penindakan dan Penanganan
Pelanggaran, dan Penyelesaian
Sengketa

3. | Supardi Salamun, SH

q. Salman, SE

:..“l

Rahmat Souwakil, SH

dan Penyelesaian Sengketa

Kepala Sekretariat Bawaslu Kepala Unit
Kabupaten Buru Selatan Pengelola BDP
Staf Pengelola Keuangan Staf Pengelola
Sekretariat Bawaslu Kabupaten | BDP

Buru Selatan

Stal Divisi Hukum, Penindakan | Staf Pengelola
dan Penanganan Pelanggaran, BDP

6. | Sapar Latuconsina

Staf Divisi Hukum, Penindakan
dan Penanganan Pelanggaran,
dan Penyelesaian Sengketa

Staf Pengelola BDP

Ditetapkan di: Namrole

Pada tanggal : 28 September 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BURU SELATAN
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